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BUPATI SIMALUNGUN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN

NOMOR 59 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

: a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023

- 1.

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun
2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu dilakukan
perubahan pada Pasal 7, Pasal 12 dan Pasal 15 Peraturan Bupati
Simalungun Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan
Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Simalungun;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 59 Tahun 2023
tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Simalungun;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor “1092);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6864);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6847);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 112);
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Menetapkan

1.1

12.

13.

14,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113/PMK.05/2012 tentang
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai
Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi
Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2023 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2024
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Simalungun Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 2);

Peraturan Bupati Simalungun Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah
Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 638);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 59 TAHUN
2023 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM
NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SIMALUNGUN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Simalungun
Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas
Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun
2023 Nomor 617) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ditambahkan 1 (satu) ayat baru,
sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7
(1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf ¢, huruf d dan
Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf d dibayarkan secara
lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
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(2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 6 ayat (2)
huruf b, huruf c dibayarkan secara at cost atau
sesuai dengan biaya riil yang dikeluarkan
berdasarkan bukti pendukung yang sah.

(3) Biaya perjalanan dinas (Uang Harian, Biaya
Penginapan, Biaya Transportasi, Biaya Taksi, dan
Uang Representasi Perjalanan Dinas) bagi Pimpinan
dan Anggota DPRD dibayarkan secara lumpsum dan
merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam
Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan
Pemerintah Kabupaten Simalungun.

2. Ketentuan Pasal 12 ditambahkan 1 (satu) ayat baru,
sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Dalam hal hari perjalanan dinas ternyata melebihi
jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, kepada
pelaksana ST yang melaksanakan perjalanan dinas
tidak diberikan tambahan uang harian dan biaya
penginapan.

(2) Perjalanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat
(1) dan Pasal 6 ayat (2) dikecualikan dalam keadaan
force majeur disertai pernyataan dari pelaksana ST
diketahui oleh PPTK/PA/KPA.

(3) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata
kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam ST,
maka pelaksana ST yang bersangkutan wajib
menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan
biaya penginapan.

(4) Sewa Kendaraan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk
Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD/Wakil Ketua
DPRD, Sekretaris Daerah/Pejabat Tinggi Madya dan
pejabat yang diberikan kedudukan atau hak
keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan
Tinggi Madya dan perjalanan dinas yang merupakan
tim / kelompok kerja.

(5) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan
kepada pelaksana perjalanan dinas melebihi atau
kurang dari biaya perjalanan dinas yang seharusnya
dipertanggungjawabkan wajib disetor/dibayarkan
dengan ketentuan:

a. kelebihan biaya perjalanan dinas yang
dibayarkan melalui mekanisme UP/GU,

disetorkan ke rekening Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
dan
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b. kelebihan biaya perjalanan dinas yang
dibayarkan melalui LS disetorkan ke RKUD
melalui Bendahara  Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Pejabat Negara, Pejabat Daerah/Pimpinan dan
Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain selaku
pelaksana perjalanan dinas wajib
mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan
dinas kepada pemberi tugas. Selanjutnya,
pertanggungjawaban  biaya  perjalanan  dinas
disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran paling lambat S (lima) hari kerja
terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

(2) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam daerah
meliputi :

a. Surat Tugas yang sah;

b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat
di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau
pihak terkait yang menjadi tempat tujuan
perjalanan dinas;

c. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap
lainnya;

d. laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang
ditandatangani pelaksana perjalanan dinas
dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.

(3) Pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah
meliputi:

a. Surat Tugas yang sah;

b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna
Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat
di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau
pihak terkait yang menjadi tempat tujuan
perjalanan dinas;

c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax,
retribusi, dan bukti pembayaran moda
transportasi lainnya;

d. bukti pembayaran yang sah untuk sewa
kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti
pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan
usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan
kendaraan;
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€.

bukti pembayaran hotel atau tempat menginap
lainnya;

laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang
ditandatangani pelaksana perjalanan dinas
dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan

(4) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan
dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
melampirkan:

a.
b.

Surat Tugas yang sah;

SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat
di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau
pihak terkait yang menjadi tempat tujuan
perjalanan dinas;

tiket pesawat, boarding pass, airport tax,
retribusi, dan bukti pembayaran moda
transportasi lainnya,

bukti pembayaran yang sah untuk sewa
kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti
pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan
usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan
kendaraan;

bukti pembayaran hotel atau tempat menginap
lainnya;,

Pakta Integritas. Hal ini merupakan pernyataan
tentang komitmen untuk melaksanakan tugas
dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai
Surat Tugas sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I Peraturan Bupati ini; dan

kuitansi tanda terima pembayaran biaya
perjalanan dinas lumpsum. Besaran lumpsum
dihitung untuk seluruh komponen biaya
perjalanan dinas berdasarkan Peraturan Bupati
tentang Standar Harga Satuan Pemerintah
Kabupaten Simalungun yang dibayarkan oleh
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
Peraturan Bupati ini; dan

laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang
ditandatangani pelaksana perjalanan dinas
dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.

4. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 Pasal,
yakni Pasal 19 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19 A

Segala biaya yang timbul akibat Peraturan Bupati ini,
mulai berlaku pada Januari 2024.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 2 April 2024

BUPATI SIMALUNGUN,
ttd

RADIAPOH HASIHOLAN SINAGA

Diundangkan di Pamatang Raya

pada tanggal 3 Aprik 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,
{Jp = ek ri

ESRON SINAGA
BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2024 NOMOR 646
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LAMPIRANI : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN

NOMOR : 9 TARUN 214

TANGGAL : 2 APRIL 202y

TENTANG :PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SIMALUNGUN NOMOR 59 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SIMALUNGUN

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
SEKRETARIAT
s DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

AN =1 ¢ o F= | o

PAKTA INTEGRITAS
PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAHPROVINSI/KABUPATEN/KOTA...........
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Tempat, tanggal lahir
NIK
Jabatan
Alamat
Dengan ini menyatakan
1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai
dengan Surat Tugas nomor............... tanggal.....ovovnise dalam rangka

2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan
dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya
perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
paling lambat S (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas
dilaksanakan.

3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya
perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada
saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya
dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan  peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan

tanpa paksaan dari siapa pun. Apabiladikemudian hari terdapat kekeliruan

dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum
yang berlaku.

......................... 20..
Pelaksana Perjalanan Dinas
. Materai '
| Rp.10.000,- |
BUPATIdSIMALUNGUN ,
tt

RADIPOH HASIBOLAN SINAGA
Diundangkan di Pa_r.natang Raya
pada tanggal 3 Aprif 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,

ESRON SINAGA
BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2024 NOMOR 646
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LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN

NOMOR 9 TAHuw 2024

TANGGAL : 2 APRL 2024

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SIMALUNGUN NOMOR 59 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SIMALUNGUN

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Alamat :
Tahun Anggaran:
No. Kuitansi:
KUITANSI
Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu
Sebesar ¢ BDhsessusavnisusssanin
TerbilangRupiah - .
Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan
kegiatan.......coccvvvviinnnnn..
Dengan rincian:
1. vwang harian P RB siinisiaihentmminmmmeme ey anmn
2. biaya transportasi ! BP  csevissvivensssssvsessissain
3. biaya penginapan A i S Y
4. uang representasi perjalanan dinas : RpP ..ccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnn..
5. biaya taksi T RD e
................... SRR 1)
Penerima
- Materai
" Rp. 10.000,-
ttd
Menyetujui: i iiiiieiaseiesesecasss
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Bendahara Pengeluaran
Anggaran /Bendahara Pembantu
ttd ttd
NIP NIP
BUPATI SIMALUNGUN,
ttd

RADIAPOH HASIHOLAN SINAGA

Diundangkan di Pamatang Raya
pada tanggal 3 Aprik 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,

ESRON SINAGA
BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2024 NOMOR 64b
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